
 

 

 

 

BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR  15  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIAMIS, 

Menimbang : a. bahwa guna menjabarkan Visi, Misi dan Peta Jalan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke 

dalam strategi kebijakan dan program pembangunan 

Daerah, dengan mempertimbangkan Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; 

b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dan sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola 

teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Ciamis, perlu menyusun Arsitektur dan Peta Rencana 

atau kerangka dasar Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan  Transaksi Elektronik;   

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan   Presiden  Nomor   95  Tahun   2018   tentang 

Sistem   Pemerintahan   Berbasis   Elektronik; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi   Birokrasi   Nomor   59   Tahun   2020   

tentang tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan 

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Nasional; 

13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana 

Induk Pengembangan e-Government Lembaga; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2005-2025; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2021 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA 

RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Ciamis. 
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ciamis. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Ciamis. 

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya 

disingkat TIK adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, 

memindahkan informasi dan/atau menyebarkan 

informasi antar media. 

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna SPBE. 

10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka 

dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, 

data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, 

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan 

SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah 

Daerah. 

11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang 

selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah 

dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah 

penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi 

yang diterapkan di Pemerintah Daerah. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah 

wajib mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE. 
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(2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk : 

a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur 

dan Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka 

waktu RPJMD; atau 

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila 

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ditetapkan 

pada saat tahun berjalan RPJMD. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

 
Pasal 3 

(1) Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

a.  BAB I : Pendahuluan 

b.  BAB II : Metodologi Penyusunan 

c.  BAB III  : Analisis Kondisi Saat Ini 

d.  BAB IV   : Arahan TIK 

f.  BAB V   : Penutup 

(2) Isi beserta uraian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

termuat dalam Dokumen sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV  

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 4 

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap tahun. 

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat 

dilakukan perubahan Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE. 
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